
. ' ... 

bahwa t,erdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan 

( b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati 
huru • 

. tentang Pedoman Pengguoaan Hasil .Jasa 
Sm tang 

Oengan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit 
Pe lay an an 
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang; 

c. 

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam b. 
huruf a di atas, dan dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan serta kinerja rumah sakit, perlu dilaksanakan 

dengan sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai 

bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SINTANG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petuojuk Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
yang menegaskan bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan 

Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai 

BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat 
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang 

diperlukan, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

berdasarkan usulan pemimpin BLUD; 

Menimbang 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR4"1 TAHUN 2017 

TENTANG 
PEDOMAN PENGGUNAAN HASILJASA PELAYANAN DENGAN SISTEM 

REMUNERASI PADA RUMAH SAKJT UMUM DAERAH ADE 

MUHAMMAD DJOEN SlNTANG 

l, ,I !J Z.:, ll 
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MEMUTUSKAN ... 

Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
Peraturantang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
2016 ten b ah )(abupaten Sintang (Lembaran Daerah Ka upaten 
D~er Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
SintanS · · N or 7)· Daerah Kabupaten Sintang om • 

15. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, 
Tarnbahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 

3); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat 
Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Sadan Layanan 
Umum; 

13. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah; 

12. 

11. 

Undang·Un<fan 
Pemerintahan gD Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Ind · aeran (Lemb . ones1a Tahun 2014 N araan Negara Republik 
Negara Republik ornor 224, Tambahan Lembaran 
telah diubah be~~donesia . Nomor 5582) sebagaimana 
Undang No apa kali terakhir dengan Undang 
Republik In~or .9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Lembaran Ne nesia Tah1;1n 2015 Nomor 58, Tambahan 

gara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pe · tah Tena K rnenn Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tahu~a 

19ese9 
hatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

. 6 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4502); 

10. 

., 

9. 



IO. Dokt dalah d kt spesialis konsultan, doktcr spesialls, dokter umum, er a o er .. e ru pakan peg.a · · ik, dokt . · ·a1· dan dokt.er g,g, yang m w81 orgaru 
CT gJgJ speSl 18, 

kf'ruQ1; A,..\r9•r e e mu . 

9. 

8. 

Sadan Layanan Umum Oacrah yang selanjutnya disebut BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada eatuan kerja 
perangkat daerah di Lingl<ungan Pemenntah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan J<epada masyarakat be';Jpa penyediaan barang/jasa 
yang dijual tanpa mengutaJTl3kan mei:car:i keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada pnnsip efisiensi dan produktilitas. 

Dircksi adalah Direktur, Kepala Bagian Kesekre~tan, Kcpala Bidang 
Kcuangan Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Percncanaan dan 
Program, Kepala Sub Bagjan dan Kepala Seksi pada RSUD Ade Muhammad 

Djoen Sintang. 
Dircktur adalah Direktur RSUD Ade M. Ojoen Kabupaten Sintang. 

7. 

. ' 
Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintan 
yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerint! 
Kabupaten Sintang yang menyelenggarakan pdayanan ke,iehatan kcpe.da 
masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai 
dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya. 

6. 

5. 

4. 

Pemerintah Daerah adalah Bu . . 
pemerintahan daerah yang memim l:'! ~baga, unsur penyelenggara 
yang menjadi kewenangan daerah or:.onome sanakan urusan pemcrtntahan 

Bupati adalah Bupati Sintang. 

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Oaerah d Sintang. II e Muhammad Djoen 

3. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
oalam Peraturan Bupati in' . I yang dunaksud den . 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. gan. 

2. Pemerintahan Daerah dal 
pernerintah daerah danaDe ah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

· d wan Perwakil R• i,., otonorm an tugas pembant d · an axyat Daerah menurut asas 
dal 

· uan engan · · . . am sistem dan prinsip Negara Ke pnnsip_ otonorm seluas-luasnya 
dunaksud dalam Undang-Und 0satuan 

Republik Indonesia sebagaimana 
1945. ang asar Negara Republik Indonesia Tahun 

MEMUTUSKAN . 
PERA TU RAN . 

BUPATI TENTAN 
HASIL JASA PELAY C PEDOMAN PENCGUNAAN 
p ANAN DEN ADA RUMA.H S GAN S!STEM REMUNERASI 

AKJT UMUM 
DJOEN SINTANG. DAERAH ADE MUHAMMAD 

Menetapkan 



28. lnsentif ... 

perangkat untuk menentukan bcsaran score 
Indexing adalah cara _atau bcban kerjanya. 
individu pegawai sesuw dengan 

. · adalah pos pcnerima distribusi jasa 
Rekening BelanJ~ Remunera:insentif pegawai pada sistem Rcmuncrasi. 
petayanan sebagw sumber dan 

t>crsumbcr dari pcmerintah bagi PNS dan 
Gaji adalah upah dasar yang al Rumah sakit bagi pegawai yang Non PNS. 
bersumber dari biaya operas,on 

18. Pegawai kontrak adalah seseorang yang tclah memcnuhi persyaratan 
administrasi, dinyatakan telah lulus seleksi, mcnjalankan tugas sebagai 
tenaga kontrak selama I tahun dan dapat dipcrpanjang setiap tahunnya 

Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat bcrupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Pcnghasnan Pegawai, 
pesangon, dan/atau pensiun. 

Pos Remunerasi adalah kontribusi insentif dari setiap penghasil jasa yang 
berada pada revenue oenter. 

Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pcngupahan pegawai yang 
diberlakukaJl di lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Smtang. 

. · · di 'du yang merupakan pcrkalian dari index terhadap 
Score ad.alah nilai in JV! 

rating atau bobot (rating). 

16. Honorer daerah adalan warga Ne 1 · · tertentu, yang dian k gara ndonesia yang mcmcnuhi syarat 
jangka waktu tert g atdalaberdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk 

. . entu m rangka melaksanakan tugas pemerintahan 
daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

)7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya dioingkat pegaw&i 
Non PNS adalah pegawai yang diangkat menjadi pegawai di Badan Layanan 
Umum .oaerah Rumai:, Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djocn Sintang 
yang dibiayai melalui Dana hasil Jasa Layanan Badan Lavanan Umum 
Oaerah Rumah Sakit Umum Daerah. · 

JI. Dokter Tarnu adalah d 
diperkenankan mera okter Yang bukan . 
Muhammad Ojoen Si;;:, atau melakukan r~a~:'~ or~k RSUO tetapi 

g. n axan medts di RSUD Ade 

12. Residen adalah dokter II peserta Program ~ . . 
· ndidikan Spesialis I dan Spe.sialrs 

13. Pegawai adalah pegawai RSU 
berstatus pegawai pada RSUO D Ade Muhammad o· s· . Ade Muhammad Di Si ioen mtang )ang 

. . . . ioen mtang. 
J-1, Pega" ai Negen Sipil vang 1 . 

Indonesia yang me;;..en h~ anJutnya disingkat PNS adalah Waraa N"""''"" 
A S. ii u i syarat t rt . -., -..- paratur rp Negara secar e ~ntu, diangkat sebagai pegawai 
menduduki jabatan pemeri:t~~:. oleh pejabai pembina kepegawaian uruuk 

J 5. Calon Pegawai Negeri Sipil . 
Negara Indonesia yang diany:'g selanJutnya _disingkat CPNS adalah Warga 
Sipil setelah memenuh· g at untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri 
Perundang·Undangan. 1 syarat tertentu sesuai keteotuan Peraturan 

,, 19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
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50.Pt-netima . 

48. 

47. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayandan ~i rumah sakit, 
. . · · medis jasa keperawatan/setara an JBSB pelayarian 

yan8. t~rcho. dan Ja~ mbe; pembiayaan insentif pada sistem rernunerasi. 
adminietrasi, sebagai su . 

. Khusus adalah masyarakat miskin dan tidak 
Pasien dengan Perlakuan odi didalam Pcnerima Bantuan Juran (PB!) baik 
mampu_ yang tidak ter~o:eri~tah Daerah maupun yang ditanggung oleh 
yang d1tanggung oleh ~ syarakat J<abupaten Sintang yang berdasarkan 
Pcmerintah Pusat serta .;: 0 erah Kabupaten Sintang mendapatkan 
Pertimbangan Pemennta dil :.,; di Rumah Sakit Umum daerah Ade 
perlakuan khusus yang 1 ay 
Muhammad djocn Sintang. 

h uw yang selanjutnya disebut Bantuan iuran 49. Bantuan iuran jaminan k~se a kesehatan bagj fakir miskin dan orang tidak 
adaJah iuran program Jam1.nan . tah 
mampu yang ctibayar oleh pemenn · 

45. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa 
atas pelayanan kesehatan di RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang. terdiri 
dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan. yang 
merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran kegiatan pelayanan 
kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai 
imbalan atas pelayanan yang diterirnanya. 

46. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Ade M. Djoen 
Kabupaten Sintang atas pemakaian saran.a, fasili_tas. alat keseha~. bahan 
medis habis pakai, bahan non-rnedis habis pakai, dan bahan lairmya yang 
digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observast, 
diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan 
fungsional rumah sakit. 

43. dPelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan 
ragnosis yang antara Jain dapat be anatomi mik:r b · 1 . . . rupa pel.ayanan patologi klinik. patologi 

endosko'p· d 0tin. •do okg,, rad,ofog, diagnosrtk. elektromedis diagnostik. 
I, an a an/pernenkMM pcnunjang di«gno,,tik lainnya. 

44. Pelayanan pe'?ulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk 
pen)~mpana.i:i jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah. dan 
pelayanan lamnya terhadap jenazah. 

kesehatan yang diberikan yang 
42. Pelayanan medico-legal adal h 

be k · a pelavanan 
r aitan dengan kepentingan h k • u um. 

pemoeoanan 
atau tanpa 

manuver /perasat/tindakan berupa 
dengan menggunakan pernbiusan 

40. Pelayanan Ambulan ( bi 
terhadap penderita am .tlance senlice) d lah 
pelayanan rui kan ga~·at-darurat, evak a _a pela:i:anan transportasi 

ah saki JU Pas1en dan tern . uasi tnedis, jenaeah dan atau 
rum . t atau sebaliknya dan PB.t tmggal/tempat kejadsan pasien ke 
Ade M. Djoen Kabupaten Sint ;tau pelayanan rujukan pasien dari RSUD 

. ang e rumah sakit lain atau sebaliknya. 
41. Tindakan rnedis adalah 

atau non pembedahan 
pembiusan. 

39. Pelayanan rawat darurat 
secepatnya untuk adalah pelayanan ke 
kecacatan. rnencegah/rnenanggui seha~)'ang harus diberikan 

ang,. nsiko kematian atau 



h.lnstalasi ... 
g. lnstalasi Farmasi; 

f. 

e. 
d. 
c. 
b. 

Instalasi Gawat Darurat; 

lnstalasi Rawat Jalan; 
lnstalasi Rawat Inap; 
lnstalasi high care unit; 

· Care Unit (NICU), Paediakiric Intensive Care Unit 
Neonate Intenswe 
(PICU), Intensive Care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (ICCU); 

lnstalasi Bedah Sentral; 

a. 

(3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau 
revenue center berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabUltas yang 
dilengkapi dengan indikator, dan target/ standar. 

(4) Penggolongan kelompok pusat pendapatan (revenue center), sebagairnana 

dimaksud pada ayat (3) adalah : 

(2) Setiap pegawai organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi. 

(I) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk rernunerasi 
pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / 
Rencana Bisnis Anggaran (RBA). 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Hak Dan Kewajiba.n 

Asas sistem remunerasi yaitu : 

a. proporsionalitas yang diukur d 
engan besarnya beban aset yang dikelola dan 

besaran pendapatan rumah sakit: 
• 

b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayana.n sejenis; 
c. kepatutan yang melihat kemampuan ah · · rum sakit dalam membenkan upah 

kepada pegawai. 
ft 

BAB II 

ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Azas 

Pasal 2 

50 penerima ban tu an ,· ura . . . . k ~ n Jaminan k Jamman esehatan adaJ h . esehatan Yan . . 
peserta program jam· a fa.lur miskin d g se1:tnJutnya disebut PB! 

man keseha.tan. · an orang ttdak mampu sebagai 



f'f')(-BUJD ~,wmt>,,r d.arl Po,=ntah d.an 

(2 J S l,UT.J>,,-r 

s, p~..,ai )·ang mema.nglru jabatan strulctural aebag;umana drmalulud pad;, 

aya.1 (.5) tAerdm dan · 

• a Direktur: 
b Kt:pala Bagsan Ke...,kretar""-tan 

c Kepa.La Bld.ang Pela> ana.n: 
d Ktpal.a B:dang Keuanp.n dan Aku r.ansr. 

e Kepala Bidang Perm.ca.na.an dan Program. 

r l"...epe.1.1 Seks1 dan Kepal.a Sub bag,.an 

s . ...am 
Y •, '.'I KELO~!POK Pf-~lEl'l!,V. P£MU'll::RASI, 

St;MBER PEt.:B!A ,,.,, · 
G..UI. n,:;wA:,GMI DAN l!O~IOR 

Bagi.an Ke..at-u 

Sr.U:lber Pe1T.bi.ayaan 
paaal 4 

::, Senap pega .... a, yang mema.ngl<u jabetan struktura) atau pada ro~r reriz,,, 
a:.au pada pusat b1a}a berkewapban rnenyusun ssstem alcuntatJ1ha• )ang 
d;lengkap1 dengan mdrkator dan t.a.tget/standar 

... 
\ 

u 
t, 

p. 
q. 

o. 

m 

lnstala s; Radiologi; 
Inst.alas, Laborato 

rturn Patolog, l<hnik da 
tnsta!as, Patologi Anatomi· an Unst Tranfu., f>an,h, 
!nstala.!, · • Reha.bihtas, Medik, 
lnstalas, Haemociali,ia 
Ambulan, ' 

Medica! Check Up, 

!nstalasi Dtagnosl.lk, 

One Day Care/ One Dar S • ~ • •.crg,-,y; 
Khrnk Unggu!an/t.,rha,k (ext-lU.!,ve,, 

Pela,anan Un•"'•la · ""w .n I tr.rbiulc (~e.ci,tiuet 
Pengolahan L,mooh. ' 

Pemulasa.raa.n -Jenazah, 

lnsta1as, Drklar, 

Polikhrnk G1Z1, 
Un rt Parki r; 
In stalasr l..curtdry; 

l: saha- u saha lam 

i. 



d.Kelompok ... 
c. 

4.) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 
9.1 
10.) 
11.) 
12.) 
13.) 
14.) 
15.) 
16.) 
17 .) 
18.) 
19.) 
20.) 
2l.) 

, '" 
Kelompok Keperawatan yang terdiri dari : 

1.) perawat Instalasi Oawat Darurat (100); 
2.) perawat Bedah Sentral; 
3.) perawat Hight Care Unit (HCU). Neonate /nten3foe Care Unit.(NtCU), 

Paediakmc Intensive Care Unit (PICU), lnte,iswe Care Unit (ICU). 
/11te11si11e Coronary Care Unit (ICCU); 
perawat Rawat Jalan; 
perawat gigi; 
perawat Hemodialisa; 
perawat Medical Cilek Up (MCU); 
perawat Rawat Inap; 
perawat Perinat.ologi; · I VK) 

d P -at Kamar Bersalin (Venos Karner : 
Bidan an era" 

z~:~:~a~~:c~~~m dan unit tranfusi darah; 

Radiografer: . . 
Perawat Superv1si; 
Fisioterafis; 
Petugas PKRS; 
Petugas K-3 RS: 
lpCN; · · dan 
D 111 Oizi dan S-1 Oizt; · · - , '/Perawat Koordinator. 
Perawat Supt1"'191 . 
Perawat funsional 1runnya. 

, dal h seluruh pegawai yang tidak mernegang 
Kelompok administras• a a 
Jabatan. 

b. 

Kelompok Penerima Remunerasi terdiri dari : 
a. Kelompok Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, 

dokter gigi dan dokter gigi spesialls, psykologi dan apoteker secara tnotvtdu. 

[S) Merit/bonus bernumber d · 
operasional rumah sakit ya andkeuntungan rumah sakit dan/atau biaya 

ng •anggarkan khusus. 

(6) Tunjangan yang bersumber dari . . . 
rumah sakit sesuai denga p pemerintah dan/atau biaya operasional 

· · n eraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(7) Honor bersumber dari biaya operasional rumah sakit. 

Bagi an Ked ua 
Kelompok Penerima Rernunerasi 

Pasal 5 

, 

('.2) sumber biaya dart P<!me . 
diperuntukan bagi . n~tah sebagai,n . 
daerah/pegawai BLuf:gaw,u BL-UD Yang ;na dtmaksud pada ayat (I). 

non PNS/CPNS. rstatus PNS/CPNS dan honor 

(:l) sumber biaya dari biaya . 
d t (I) d · operas1ona1 pa a aya · , •peruntukan Caji ru_mah sakit sebagaimana dimaksud 

. pegawa, kontrak PPK-BLUD. 

(4) tnsentif pegawai Rumah S ki 
I .a d I a it BLUO b pe 8) hnsaank_tan atau keuntungan usaha-u~:~um1b~r pada komponen _jasa 

ruma t • sana am atau biaya operasional 

\ 



l • • 

Paeal 8 ... 

(1) · b I I BLUD Ketua Dewan Pengawas, Anggota dan Sekretaris 
:;eJa at Penge O a dan ~gawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai 

ewan Pengawas, ggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang dengan tingkat tan 
diperlukan. 

121 Pegawai BLUD dengan status PNS/CPNS mendapat gaji sesuai dengan 
peraturan penggajian PNS/CPNS. 

tatus Non PNS mendapat gaji sesuai dengan 
(3) Pegawai BLUD ~e~gan 8 Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Pegawai Non PNS 

Peraturan Bupatl Smtang Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade 
Badan Layanan Umum 
Muhammad Djoen Sintang. 

. Anggota dan Sek.retaris Dewan Pengawas 
(4) Remunerasi bag) Ketua, t ( I) diberikan dalam bentuk honoranum. . k d pada aya • sebagaimana dlrna au 

. k ud pada ayat ( I), untuk BLUD ditetapkan 
(SJ Remunerasi sebagaimana d,mal 8 yang disampaikan oleh pemimpin BLUD 

. d kan usu an oleh Oupatl ber asar 
metalui Sekretaris Daerah. 

BABlV 
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 

Bagian Kesatu 
Penggajian 

Pasal 7 

(2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) diberikan dengan taat 
asas kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

' 
(I} Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima gaji sesuai dengan sistem 

remunerasi rumah sakit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, 

Direksi adalah Direktur RSUD Ade Muham d 
0. 8. ma ~oen intang. 

Bagian Ketiga 
Gaji 

Pasal 6 

g 

f. 

e. 

Kelompok Manajemen terdiri dari . 
I.} Kepala B1dang/KepaJa Bag· : 
2.) Kepala Seksi/ Kepala Sub 8'an,_ ag1an; 
Kelompok kepala-kepala instalasi. 

Tim Pengendali Jaminan Kesehatan N . al. . . 
as1on dan Tim Remunerasi, 

d 



Bagian ... 

( I ) . · a tercantum dalam tarif rumah sakit yaitu Jasa Komponen jasa sebagruman 
sarana prasarana dan jasa pelayanan. 

ba aimana dimaksud pada ayat ( I) terdiri dari 
(2) Jasa sarana prasarana seb' g·a operasional dan biaya tetap rumah sakit 

pengganti biaya fas11itas, 1:tuan (Unit cosq. 
dihitung berdasarkan harga 

. di aksud pada ayat (!) terdiri dari jasa 
(3) -Jasa Pelayanan sebagaunana :cara dan jasa tenaga administrasi. 

rnedis, jasa keperawatan/tenaga . 
. d. aksud pada ayat (3) sebagairnana {4) ba a,mana un tif Jasa Pelayanan se g tarif bukan insen · 

ttrcantum dalam komponen . 
dan jasa administratif eebagaimana 

(SJ Jasa medis, jasa kepe~awa~~etfn:;ntif setelah dilakukan pengaturan 
tercantum dalam tari! se n~rasi. 
distribusi dalam sistem remu 

Bagian Kesatu 
Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif 

Pasal 10 

BABY 
KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN 

(2J Tunjangan bagi pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan 
ketentuan dan ketetapan yang diberikan pemerintah daerah. 

(IJ Pegawai rurnah sakit yang memegang jabatan struktural dan fungsional 
mendapat tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah 
dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ked ua 
Tunjangan 

Pasal 9 

Pasa18 
Honorarium dewan J)engawas seb . 

agairnana dimak d d ditetapkan sebagat berikut: su alam Pasal 7 ayat (4) 

a honorarium ketua dewan =nga 
. "" was paling ban ak 
persen) dari gaji direktur; Y sebesar 40"/o (empat puluh 

b. honorarium anggota dewan pen aw . 
. .. g as paling banyak sebesar 36% (tiga puluh tnam persen) dari g3,.11 direktur; dan 

c, honorarium sekretaris dewan 
pengawas paling banyak 15% (lima betas persen] dari gaji direkru-, 

ti J:.l.?:} l 



c. lnstalasi Gawat oarurat k meriksaan atau tindakan adalah sebesar 
l. Proporsi jasa dokter untu J ~ari jasa pelayanan yang tercantum dalam 

70 °A, (tujuh puluh i:rs(e;ua puluh persen) adalah jasa pelay~an 
tarif, sebesar 20 Vo dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa 
keperawatan/~~a r • • • 

pelayanan adm~1stras1, oleh perawat, rnaka proporsi jasa undakan 
2. Tindakan yang dilakukall . h puluh persen) jasa keperawatan/setara 

tersebut sebesar 70 % (tUJU n) Jasa Medik dan sebesar 10 % 
d puluh perse . 

sebesar 20 °/o ( .u:a Jayanan administras1. 
(sepuluh persen) Ja pe 

Ba· Propor · ..__ &Ian Kedua s1 ""saran . 
Jasa dalam tarif 

PasaJ 11 
/1) Proporsi Jasa pelayan 

pemilahan sesuai den an dal~m komponen tari . 
pelayanan yaitu : gan Jenis profesi atau . f dllaksanakan berdasarkan 
a. lnstalasi Rawat Jal . jasa sarana prasarana dan jasa 

Proporsi jaaa Pelaany · 
R J anan med· awat alan adalah .. 18.• perawat dan tenaga administrasi di 
!. Proporsi jasa med' 

puluh 18 pada rawar ial persen) dari total · J an adalah sebesar 70 % (tujuh 
2. Proporsi jasa pelay jasa pelayanan; 

puluh persen); anan keperawatan/setara sebesar 20 % (dua 
3. Proporsijasa pelayanan ad . . . 
4. Proporst tindakan edi mmistras1 sebesar 10 % (sepuluh persen); 

(tujuh puluh perserr:i) j:pad: Rawat -Jalan, jasa medis sebesar 70 % 
puluh persen) jasa ' sa eperawatan/setara sebesar 20 % (dua 
persen); ' pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh 

5. Proporsi Tindakan yan d"lak 
puluh persen) · k g I ukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh 
Jasa Med' d Jasab eperawatan, sebesar 20 % (dua puluh persen) 

is an se esar 10 % (sepuluh perrsen) jasa administrasi. 

b. Instalasi Rawat Inap: 
I . Propo~si jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah eebeaar 70 

% [tujuh _puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum 
dalam tanf, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan 
keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 % 
(sepuluh persen); 

2. Bila dokter spesialis berhalangan, pasien di visite oleh dolcter umum. 
dengan tarif dokter umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh 
persen) dokter umum dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa 
pelayanan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi 
sebesar 10 % (sepuluh persen); 

3. Proporsi tindakan medis, jasa medis sebe2sar0 o/ 7(0d % (tu1juhh puluh 
persen), jasa keperawatan/setara :iebesar ,o ua_ ~u u . persen) 
d besar lo % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi; 
Tand sekan ang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh 4· 10 a . Y ke erawatan/setara, sebesar 20 % (dua puluh persen) 
persen) Jad~ d p sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan 
Jasa Me is an 
administrasi. 



7. Instalasi Forensik: ik dalah sebesar 70 % [tujuh puluh persen] 
Proporsi jasa media forensi an tercantum dalam tarif rumah sakit, 
dari total jasa pelayanan y ~n) adaJah jasa pelayanan tenaga Iain 
sebesar 20 % (due pul~h J:s~sa pelayanan administrasi sebesar 10 
pada lingkungan forens1k J 
% (sepuluh persen); 

8 talasi Hemodialisa : ts adalah sebesar 30 % (tiga puluh 
· Ins , . sa pelayanan med• besar 60 % ( enam puluh persen) 

Propors1dJa. total jasa pelayanan, ~ perawat dan jasa pelayanan 
persen) art -anan kelompo ' 
adalah ja~ pela) 10 % (sepuluh persen); 
administn1,s1 sebesar 

e. lnstaJasi Bedah Sentral besar 7o o;. (tujuh puluh persen], 
. J sa medis operat2o0r 8;; (dua puluh persen) dan jasa 

l. propors1 a besa.l' • ) . 
Perawat ~dah ser 10 % (sepuluh persen • 
administras• eebesa 2. proporsi ... 

6. lnstalas_i ~armasi : k a teker adalah sebesar 45 % (empat puluh 
Propcrsi JSSS k~lompo la~an asisten apoteker secara kelompok 
lima persen), ,,3asa( papet puluh lima persen) dan jasa pelayanan 
sebesar 45 ~. em )' . . . sebesar 10 % (sepuluh persen , admm1stras1 

5. Instalasi Patologi Anatomi: 
Proporsi jasa pelayanan medis Patologi Anatomi adalah sebesar 70 % 
(tujuh puluh persen] dari total jasa pelayanan, sebesar 20 % . (du~ 
puluh persen) adalah jasa analis dan jasa pelayanan adrninistrast 
sebesa.r l O % (sepuluh persen); 

d. Instalasi Pe?unjang : 
l. lnstalast Radiologi : 

a) Propers, .iasa . 
· media sebesar 45 0, 
jasa pelayanan propo . . '0 (empat puluh lirna persen) dari 
lima p ' rsi rad1ografer sebe ersen) dan pela, . . sar 45 % (empat puluh 
persen); )anan admimstrasi sebesar 10 % (sepuluh 

b) Khusus pelavanan Ult 
sebesar 70 o/0 (tujuhra~nografy (USG) I elektromedikjasa medis 
20 % (dua puluh pu uh per~n), jasa perawat/setara sebesar 
(sepuluh persen). persen) dan Jasa admini.strasi sebesar 10 % 

2. Instalasi Laboratorium p 1 . . . 
Proporsi jasa m di ato ogt Klinik dan Unit Tranfusi Darah : 
pelayanan pro e 1~ sebe.sar 45 % [empat puluh lima persen] dari jasa 
. • porsi analis sebesar 45 % (empat puluh lima person] dan 
jasa pelayanan administrasi sebesar l O % (sepuluh persen). 

3. lnstalasi Rehabilitasi Medik : 
Proporsi me?is sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan 
dan proporsi Iisioterapra sebesar 60 % ( enam puluh persen) dan jasa 
pelayanan adminstrasi sebesar l O % [sepuluh persen). 

4. lnstalasi Gizi: 
Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah sebesar 
45 % (empat puluh lima persen] dari total jasa pelayanan, sebesar 45 
% (empat. puluh lima persen) adalah jasa pelayanan nutrisionis dan 
pelayanan adrninistrasi sebesar l O % [sepuluh persen); 

'I 



{21 lnsentif ... 

(2) Propcrsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan NasionaJ 
(JKN), dengan besaran jasa pelayanan maksimal 4-1 % (empat puluh ernpat 
persen) dari total klaim yang dibayarkan ditambah 5 % (lima persen) dari 
keuntungan obat/fannasi. 

(3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses 
pengentrian dipisahkan antara dokter pemegang pisau dan dokter non 
pemegang pisau, total klaim dari pemba~aranb BPJSk untudk dod~baer peme~g 
pisau dan dokter non pemcgang pisau di ga ung, emu ran 1 g1 masing- 
masing SO% [lima puluh pe=n) 

. . m dan pasien dengan perlalcuan khusus. jasa yang 
\4) Untuk jasa pasien umu. d jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif 

dibagikan adalah sesuru engan 
Peraturan Bupati yang berlaku. 

· bagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (31 
(4) Sistem pembagian remuneras• se a)<an software remunerasi yang disusun 

dan ayat (4) dengan me1ngg~i~tem remunerasi ini, 
berdasarkan ketetapan da am 

BABV 
OJSTRIBUSI JNSENTIF 

Pasal 12 
. . tJ(langsung dan insentif tidal< langsung. 

(l) rd . · den msen 
Distribusi insentif te ,n 

,. 

4. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % {tujub puluh 
persen) jasa keperawatan/setara, sebesar 20 % (dua puluh persen] 
Jasa Medis dan sebesar 10 % (sepuluh persen] jasa pelayanan 
administrasi. 

2. Bila dokter spesialis berhalan . . .. 
dengan tarif dokte gan, pasren di vtsue oleh dokter umum 
persen) dokter umu~ ~mum, ::.,roporsi sebesar 70 % {tttjuh pulu.h 
pelayanan keperawatani se sar 2~ % (dua puluh persen) jasa 
sebesar 10 % (seputuh per:;~ dan jasa pelayanan adminisuasi 

3. Proporsi tindakan med· · . . is, jasa medis sebesar 70 % Ituiuh puluh persen) 
Ji8o~;, k(eperaulwahtan/ seta,:a sebesar 20 % {dua puluh persenj dan sebesa~ 

• sep u persen) jasa pelayanan administrasi· • 

l 
2. proporsi jasa dokte 

perawat aneste . r anestesi sebe 
(sepuluh perse:: sebesar 20 % (duasar 170 % (tujuh puluh persen] 

jasa administrasi pu uh perseo) dan sebesar JO% 
3. proporsi Dokter . 

puluh persen) . spesialis P"ndan, in . 
jasa pelayan~ !~58. Perawat sebe~ &2;~17;1 sebesar 70 % [tujuh 

llllntstrasi sebesar 10 0 ua puluh persenJ dan 
f. lnstalasi lnten--v Ca Vo (sepuluh per-sen). ·=• e re Unit 

l. Proporsi jasa med. 
~tuj.uh puluh pers~~(d~ t~i:r di ruang ICU adaJah sebesar 70 % 
arif, sebesar 20 % (d rase pelayanan yang tercanrum daJam 

keperawatan/setara dan u_a puluh persen) adalah jasa pelayanan 
(sepuluh persen); jasa pelayanan admin.istrasi sebesar 10 % 

\ 



121 -Jasa ... 

(l pakan pelayanan terhadap pasien yang 
l Insentif pelayanan reg1;1ter me~al< meoulih dokter atau tidak memilih 

datang ke rumah sakit den tuk semua ketas perawatan. 
pelayanan eksekutif, berlaku un 

Pasal 13 

(l) Distribusi insentif langsung Direktur sebesar S % (lima persen). 

(2) Kepala Bidang/Kepala Bagian distribusinya menggunakan score indexing 
yaitu score individu dibagi total score indexing kepala bidang/kepala bagian 
dikali 2, IS% (dua koma Iima belas persen). 

(3) Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian distribu_siny3: menggunakan ~core indexing 
yaitu score individu dibagi total score mdexing kepala Seks1/kepala sub 
bagian dikali 2 ,85 % (dua koma delapan lima persen) 

(4) Kepala-kepala instalasi distribusinya_ menggunakan s1:°re. indexi"!! yaitu 
score individu dibagi total score i,uiexulg kepala instalasi dikalt 2,5 !-'& (dua 

koma lima persen). 
(S) Ti p d r JKN dan Tim Remunerasi distribusinya menggunakan score 

i~ engen_ a i re individu dibagi total score indexing Tim pengendali JKN 

d 
ng yrutu sco . d''·-•i 2 5 % (dua koma Lima persen). 

an Tun remunerast !KA< • 

Bagian Kedua 
. 'busi lnsentif Lartgsung Dokter, 

DtstJ'l t dan Tenaga Administrasi 
Perawa 

Pasal 14 

. Bagian Kesatu 
Distribusi lnsentif Direktur dan Pejabat Struktunol 

Kepala lnstalasi, Tim Pengendali JKN ' 
dan Tim Remunerasi 

[2) In sen tif langsu ng seba . 
peng}lasil jasa. pelay gau:nana dimak 

d anan ba·k suct pada setara an kelompok 1 tenaga med· ayat (l) diberikan kepad 
ditetapkan dalam perai administrasi sesu•s,_ kdelompok tenaga keperawa~ 

por · · uran in· ax engan pro s, jasa yang di . t, sebesar 60 •;, proporsi yang telah 
didistribusikan ke dala ttenma, sebesar 40° <.enam puluh persen] dari 

m s1st.em remunera . Vo (empat puluh persen) 
(3) Proporsi jasa yang <lit . sr. 

% (empat puluj, enrna sebagaimana di 
berikut: persenJ didistribusik t: sud pada ayat (2) sebesar 40 an engan besaran ct· 
a. Pos Remunera · tatur sebagai 
b I · si sebesar 15 o;, (J' . nsentif langsung Direktur : ima belas persen]; 
c. lnsentif kepala bidan 2 5 Vo (lima Persenj; 
d. lnsentif kepala seksi gd~ 1~e% I dua koma. lima belas persen) 

delapa_n puluh Iima persen] pala sub bagian sebesar 2,85 % (dua koma 
e. l~s.entif kepala-kepala instal . 
f. TIJll pengendali Jaminan K as~ sebesar 2,5 % (dua koma Lima persen) 

sebesar 2,5 % (dua koma rese atan Nasional (JKN) dan Tim Remunerasi 
g. Tambahan insentif una persen] 

perawat sebesar 10 % (sepuluh persen); 

(4) lnsentif tidak Iangsung seba . . 
kepada seluruh pegawai berd!aun~a _d,maksud pada ayat (I) diberikan 
Pos Remunerasi. sar an indexing, dengan sumber dana dari 



(6)0istribusl ... 

(5) Distribusi lnsentif Jangsung Tindakan yang dilakukan oleh perawat 
ekaekutif sebagaimana dimaksud pa60d:, (ayat (1),1 khelompok) dper~wat 
me d . u·r tangsung sebesar ,o enam pu u persen an Jasa n apat msen · · tif I Tindakan yang dilakukan oleh perawat sama sepertl insen angsung 
i>elayanan reguler. 

(2) Distribusi insentif Iangsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) terhadap pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif, Tenaga 
Medis berhak mendapat insentif langsung pada polikJinik ck:sckuti! eeeara 
individu sebesar 80 % (delapan puluh per-sen) dari proporsijasa pelayanan. 

(3) Distribusi insentif Jangsung pelayanan eksekutif sebagairnana dimaksud 
pada ayat (I), terhadap pasien yang berobat k~ pelayanan Eksekutif pada 
rawat inap dengan ketentuan Dokter mendapat insentif langsung sebesar 80 
% (delapan puluh persen) dari proporsi jasa =•te. 

(4) Distibusi lnsentif langsung tindakan medik pada pelayanan Eksekutif 
&ebagaiman dimaksud pada ayat ( I), dokter berhak mendapat insentif 
langsung in~ividu sebesar 80 % (delapan pulub persen) dari proporsi jasa 
pelayanan. 

(IJ lnsentif Pelayanan Eksekutif adaJah jasa yang timbul a.ldbat petayanan 
eksekutif, yang dibedakan dari pasien reguler, atas dasar pasien. yang 
dilayani adalah : · 
a. pasien yang dibawa oleh masing-masing dokter atau pasien yang berobat 

ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore; 
b. pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD dan meminta peiayanan 

melalui jalur pelayanan eksekutif. 

Pasal 15 

. . . Bagian Ketiga 
Distribusi lnsennf Langsung Pelayanan Eksekutif 

(2) Jasa pelayanan yang tirnbul . 
pelayanan non eksekutif ak:ibat pelayanan k · non e sekutif merupakan jasa 

(31 Setiap penghasil jasa pela • 
(I), berhak menda tkan Yanan reguler seba . 
persen) dari · pa msentif lang ga,mana dunaksud pada ayat 
sebesar 80 % (~af pelayanan Yang dih:u~gkansebesar 60 o/? (enam puluh 

e apan Puluh per ) SJ. nya, kecuali jasa forensik 
a tenaga Med1s berhak sen , dengan rincian sebagai be ik . 

puluh persen) dar, mendap~t insentif langsung sebesar "6ou!; ( h · Proporsi · o enam 
peng asilan indiv1du tena _Jasa pelayanan rnedis dan menjadi 

b. kelompok keperawatan/:e~ed1s yang bersangkutan: 
kelompok sebesar 60 0 berhak mendapat insentif langsung 
pel · Yo (enam p I h · . ayanan keperawatan; u u persen) dan proporsi jasa 
mdextng kelompok pe setara, dengan distribusi berdasarkan score 
remunerasi; Ta\\at/setara dan telah ditetapkan dalam sistem 

c. kelornpok administrasi berh 
persen] insentif Ian su ak. ~endapat sebasar 60 % (enam puluh 
sistern distribusi berdg ngkandan jasa pelayanan administrasi, dengan 

d k I asar score mdexi · e ompok adrninistrasi seba · . ng; 
seluruh pegawai struktu- 1 grum~a dimaksud pada huruf c adalah 
petugas administra · C a (adnunistras1) dan fungsional yang meliputi 
Pengelolaan Air L.:b ~ntrnl(IPA Sterile Supply Departem.en (CSSD). lnstalasi 
Sakit (lound ) . . a L), Pengelolaan tempat cucian di rumah 
S ry • giz,, lnstaJasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sa.kit (IPSRS) 

atuan Pengamanan (Sat ) Cl . • sakit. pam • earung service di lingkungan rumah 

' 
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(5) Sistern akuntabilitas kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan jika pcgawai mencapai kinerja sebe~ 100 % (serarus 
persen] sesuai dengan target/standar, maka pegawai y_ang be~g.kutan 
mendapat insentif sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan nilai total 
index perorangan. 

(6) Sistem akuntabilitas k.inerja pegawai se_b.agai,:xian.a dimaksud J>'!da ayat (4) 
dilaksanakan iika pcgawai hanya mem1liki kinerja sebesar 80 Yo (delapan 

I h )J ka insentif pegawa1 yang ber~gk_utan _adalah sebesar 
~~ ~ ped r1sen ma 

I 
h pcrseo) dikali jumlah nilai indexing performance 

Yo (_ e apan pu u kutan ditambah dengan index basic, index 
pegawai. yang bersang · d ·nd · · 
k 

. • 'k "ndex emergens1 an , ex posLS1. 
ompetensi, index res1 o, ' 

Pasa.1 17 

(I id k Jangsung sebagaimana dimaksud daJam 
l lnsentif Jangsung maupun ti a d bulan berikutnya paling lambat seriap 

Pasa] 12 ayat (I) dibayarkan pa ~ ,anan dalam bu Ian berjalan selesai. 
tanggaJ 15 (lima be las), setelah pc a) 

yang bersangl<utan dan perhitungan 
(2) Score individu dihitung oleh atasad7 score rumah sakit ditetapkan oleh 

t t I · · id vang menJa · o a score ,nd1V1 u • ·an Rumah sak1t. 
Kepa]a Sub Bagian Kepegawai (3) Besaran ... 

(3J Besar~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan total score individu 
pegawai yang bersang.kutan dengan rumus INSENTIP' • (Score ln<llv1du : 
Total Score RSUD) X Total Dana Pos Remunerasi. 

f4J lnsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
berdasarkan sistem akuntabilitas k.inerja pegawai. 

(2) Distribu si insentif tidak langsung dibagikan be d kan · 
ditentukan_ dengan perhitungan indexing yang d~te~:'kan d:Ci:::.ngsi!:.! 
remunerasi. 

(I) Distribusi insentif tidak I 
ayat (I) merupakan kontri~g~~ng_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
revenue center dari kom us, ~n senap penghasil jasa yang berada pada 

) k 
' ponen jasa ditambah be 50 o, persen euntungan apotik d k se sar 70 (lima puluh 

sakit. an euntungan usaha-usaha lain dari rumah 

tl 

Pasat 16 

Bagian Keempat 
lnsentif Tidak Lan gsung 

16) Distribusi lnsentif I berilrnt : angsung Pel ayanan Bed 
a. Dokter bedah berha ah Eksekutif adalah . 

bedah eksekuu·r d k lllendapat . sebagai . . a alah tnsenn 1 propers, jasa peJayan sebesar 80 o/. 1 angsung pada pela an 
b. fnsentif dokter an an dokter bedah· 0 (delapan puluh persenj Y dan 

d lah estes, I , an 
a a sebesar 60 o/. angsung p d 

c. Insentif kelompok ko (enam puluh perS: r r~Yanan bedah eksekutif 
adalah sebesar 60 et,erawatan bedah :ada an proporsi jasa pelayanan; 
langsung pelayanan (enam puluh perse 1layanan 

bedah eksekutif 
d. Jnsentif kelompok reguler; n sama dengan insentif 

d lah penata an . a a sebesar 60 0 estes, pada I langsung pelayan Yo (enam puluh Per pel ayanan bedah eksekutif 
an reguJer. sen sama dengan insentif 

r1 



PSll DI.DIKA.11 Dn>SX -, 
I so 
l 

SMP 
3 

I SMA/SMU 
4 -==l DI - 5 

03 
6 

St/04 
OK1'ER 7 

oi~;J~~~:i~NERS 
8 

si 9 

DOK1'ER SPESlALIS - 10 --- - S3 
c.risk ... 

, 

Pasal 18 

(II Indexing dilaksanakan berdasarkan : 
a. bas~ index/ index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar 

bagi seluruh pegawai dengan standar berdasarkan gaji pokok pegawai 
yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,· (lima ratus 
ribu rupiah) gaji pokok sama dengan I (satu) nilai index, pegawai 
kontrak Rumah Sakit, gaji pokcknya disetarakan dengan gajl pokok 
terendah PNS sesuai dengan pendidikannya. 

b. kualifikasi/ capacity index adalah untuk memberikan penghargaan 
nila.i kua1ifikasi/ capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau 
keterampilan yang bers e rtifikat dengan ketentuan :ocbngai berikut: 
J. Tingkat pendidikan atau keterampitan .i:ang ~d~k sesuai dengan 

posisi kerja pegawai tidak diakui dalam srstem iru, . 
2. Kursus/ pelatihan bersertifikat (minimal 2d4 Jam) ses;;:, den~fa: 

posisi kerja pegawai, diberi penghargaan engan tam an ru 
0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 4 lempat) tahun. 

BAB Vil 
lNOEXlNG 

l3l Besaran insentif tidak la 
· t (\) b "' · ngsung se"6- · a.1 a a.,. senap pegaww d va.gruniana dimaksud dalam Pasal 12 

kepada besar kec-1lnya POS Rem apar _berbeda setiap bulan, terganrung 
uneras1 dan kinerja P<"gawai. 

I~) Yang berwenang membai·ark . . 
(lJ dan ayat (3) adalah K~pal:;.;senttf sebagaimana dimaksud pada ayat 

I ang keuangan rumah sakit. 
{SI Score individu sebagaimana d' k 

bulan bergantung kepada pe~~a h sud pada _ayat 12) dapat berubah setiap 
perubahan posisi/jabatan d kia an basic index, perubahan pendidikan. 

· an nerja. 
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g.nllai ... 

r. per[onnance index adalah untuk mengukur hasil/~~capaian kerja dari 
pegawai. Kinerja dikaitkan dengan s1stem akuntab1htas kinerja (sistem 

manajemen kinerja); 

No Kelompok Jabatan Index 

I 1'idak memiliki jabatan I 

-· 2 Koordinator/ Ketua,Wk.Ruang, 
- - 

Penanggungjawab 2 

3 Ke pal a Sub Bagian/ Kepala Seksi, 
Ketua panitia, Bendahara penerimaan, 
bendahara pengeluaran, pembantu 
bendahara penerimaan, pembantu 3 
bendahara pengeluaran, Staf Verifikasi 
Keuangan. 

4 Kepala Ruangan, Kepala lnstalasi, 
kepala Bidang, Kepala Bagjan, Kepala 4 
Oepartemen, Kepala SMF - - 

5 Ketua Komite Medik, Ketua Kornite 
Keperawatan, Ketua Satuan Pengawas 6 
Internal (SPI). -- - ·-- 

e. position index adatah untuk mcnilai be . yang bersangkutan. Dengan ketent ::n Jnbat~n yang disandang pegawai uan e ompok jabatan sebazai berikut : 

I 3 Tingkat_E __ 
• R mergency Tingg· 

awar !nap ' l 
• Laboratorium . 

tranfusi d shift dan unit 
• Radiolo . ar~h shift 
• I g1 shift 

solasi 
• Hemodialisa 

4 

• VK 

4 1'ingkat Emergen . 
Perinatologi cy 1'inggi 

- 

5 Tingkat Emer; en • 

5 

• ICU 1ciu C) Sangat Tinggi 
• 

100• 
, NICU, PICU, 

6 

I 
6 1'ingkat emergency index khusus 

perawat Bedah sentral 18 

\ 

• r 



5. Pb&uwn 

I 
i 
4 
6 

J 

-- g,,....,,_ru:JI 1iuiix 
a. Oradc I 
b, Oredc II 
c, Grade 111 
d. Oradc IV 

4 

I 

3 
I 
l 

" 6 

3 RukltuWC 
a. Orade I 
b. Oradc II 
c. Grade Ill 
d. Oradc N 

I 
I 

3 

I 
I 
I 

C .. I , 
,igi I 

I 
l 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

SMP 
SMA/SMU 
DI 
OJ 
Sl/04 
Ookter UmWll/ Dokter 
Apoteker/NERS 
Sl . 
Ookter Spcsialis 
SJ /Subspcsialis Konsu.ltan 

l 

._ 
• 

~ Objell : 
, I 8-ic lndu: I 

I • Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 I 
bemilai I index 

I Tenaga Non PNS disesuaikan 

I dengan gaji Pokok PNS t---~---;--- 
j Kua_llftkca.11 Capa.cl.ti, lndlvc 
a. SD 

Pasal 19 

Format Indexing 

Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dan indr.x 
terhadap rating a tau bobor (rating); 

j. Total score individu adalah penjumlahan dari score ba.1ic, lauz/1{U<.ll3t/ 
ropa<'ity. Risk, Emergency, Position dan Performance index; 

k. Total score individu seluruh pegawai dijumlahkan menJad.1 Total Score RS. 

!;· 11il<1( i11<1.-., klllt'Fja Mh,lah <1u k I I 
.,t"nilttiuu \t-1nl;1tt n 4 I :>r,,uc lrtd~r 
tari;et/st;rn~ar va d, ru,nui. "'lk,1 a,J,.lah trrhAdap p,>.nc.;,pi,.;,n 

• . ng 1,-Jnh d•kntukan d,iiam ,,.nrana loneTJ;i 1nd1·r.r.·,. 
h. Se1dnh dilakukan ind,.xir,r,g m~k" dil•k k p t 

I I Hos··/ d " ' "u ran & ,ng;a," . I< ,1 ex • ka tc I 
J. Kualifikasi in<lf'x • Rate 3 
J. /i.~sk Index • Rate 

3 4. Emf'rge,u·y lruie» • Rate 3 
S. Position Index • Rate J 
6. Perfonnonce index • Rau, 4 

t /. 3 , t 

I\ 



be t k Bonus atau penghargaan lain dalam 
12) Merit/Bonus bisa daJam ra~ ~itl"ntukan oleh Oirektur RSUD. 

bentuk reward dengan besa BAO X ... 

( h aan dari rumah sakit atau pemilik rumah 
I) Merit/Bonus adalah pen.gkar! pegawai yang besarannya ditetapkan oleh 

sakn atas dasar prestas, el) 
Direktur RSUD. 

Pasal 21 

BABlX 
MERlT DAN BONUS 

(3) Penilaian pegawai yang tidak mernangku jabaran tertentu atau tenaga 
teknis fungsional, penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistern 
akuntabilitas kinerja. 

(2) Penilaian kinerja para pejabat, sebagaimana dimaksud pada asat ( JI 
berdasarkan indikator kinerja, target dan/atau standar. serta diukur 
dengan sistem akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat. 

r, 

(1) Pegawai yang memegang jabatan atau mema.ngku jabata.n pada pusat 
pendapatan atau Revenue Center maupun Pejabat pada pusat biava atau 
Cost Center diwajibkan menyusun sistem akuntabilitas sebagai alat 
pengulruran kinerja pejabat. 

Pasal 20 

BAB vm 
KRJTERIA PENILAIAN KINERJA 

l -:·1 :z ,_ .. 
! 5 .Poaition I~ ~ _ 

I 

I 
: 8. Tidak memiliki · ba I b. Koofliinator :., tan I · · ' Odaflara I 
I Pa.ruua, WakiJ Karo . Ketua 2 • I . PJ 
. c. 

~subid, Kasut:,ag. l<as~ d. 
I el)a.la Ruangan Ke • 3 
I Kabag, Kabid s~ J)a!a ln.staias;. 3 IC. Ketua K . ' J)erv1sor 
I om,te Medik . 4 
I Ketua Komite K , Kerua SP!. 
I WakiJ Direktur epera"·atan d.a.n 6 I 
I t. Direktur 
I 8 
I 

16 I PerfotTP1aAce 1ndeJc I · Pejabat berdasa.r . 
, akuntabilita kan sistern i . dika s atas capaian 

2 x Bask I in tor, Standard dan targ · Tena et. Index 4 
ni ga teknis berdasarkan 

pe ilaian kinel)a sesuai Sistem 
ManaJernen Kine!;ia 
TOTAL SCOU Dn>IVIDU 



··- 

H3J 

02) 

(II) 

(JO) 

(9) 

Pegawai yang mcmbocorkan rahasia peru_sahaan a tau rahasia . ruma~ 
sakit kepada pihak luar, dikenakan sanksi berupa pemotongan inaentif 
Jangsung maupun insentif tidak Jangsung sebesar I 00 % (seratus 
persen]. 

p · t bukti menggunakan narkoba, minuman keras dan/atau 
b
eg~wda• yda!'g 1.er ku.ngan · rumah sakit, dikenakan sanksi berupa 
C!JU I 1 mg · tif tidak J be . u·r Jangsung rnaupun msen 1 u angsung se sar pemotongan msen 

100 % [seratus persen). 
ik JaPoran akuntabilitas dengan tldak benar, 

Pejabat yang me~ben an emotongart insentif tidak langsung sebesar 
dikenakan sanksi berupa P 
I 00 % (seratus pcrsen). 

. rokok di lingkungan rumah sakit, insentif tidak 
Pegawai yang terbuktl me 10 % (sepuluh persen). 
langsung dipotong sebesar 

. . lin kungan rumah sakit, dikenakan sankai 
Pegawai yang berkelaht d•. 1 g sung dan insentif tidak Jangsung kedua 
b ·nsenuf ang J erupa pcmotongan 1 

50 % (Jima puluh persen . 
pegawai tersebut sebesar 

Perkawinan (perseling.kuhan) atau 
Qr norrna ik ct• 1· k ngan rumah Pegawai yang metangg di tuar norms eu a , I mg u . 

meJak kan pcrbuatan yang motongan insenttf langsung dan ttdak 
. u . sanksi berupa pe n) 

sak,t, d1kenakan •;. (Hrna putuh persc · Pegawal ... 
langaung sebeaar 50 ° 

(81 

Pegawai yang terbukti mencuri barang atau benda milik rumah sakit, 
insentif Jangsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 100 
% (seratus persen]. 

(7) 

Pegawai yang melalaikan penghematan (cost containment), terhadap 
pemanfaatan listrik, air dan/atau telepon, dikenakan sanksi berupa 
pemotongan insentif tidak langsung sebesar 100 % (seratus persen). 

(6) 

(41 

(3) 

(2) 

111 

,, 

BABX 
SANKS! ADMINISTRATIF 

PasaJ 22 
Pegawai yang tidak masuk ta 
dalam satu bulan dikenakan npa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja 
langsung dipotong sebesar IC)O;. sa( nks, berupa pemotongan insentif tldak 

O sepuluh persen). 
Pegawai yang mengajukan .. 
dikcnakan sanksi beru aizm selama 3 (tiga) kali dalam sa~u bulan, 
pemotongan insenur tidak ~ pemotongan dikenakan sankai berupa 

angsung sebeear 10% sepuluh persen). 
Pegawai yang mengajukan izin d . . .. 
yang diajukannva dik ak an t~rbuku ttdak benar atas alasan iein 
•· - • 1 en an sanksl beru · tif tid k Jangsung sebesar lOO o;. ( pa pemotongan msen 1 1 a • seratus persen]. 

Pegawai yang mengambil 1· b · · · · cu • esar atau cut, bersahn selama 3 (tiga] 
bulan, secara otomatis lidak mcndapatkan insentif selama waktu cuti. 

r (5) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat insentif 
selama tugas belajar. 



BAB XIII ... 

(I) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pcraturan Bupati Nomor 16 
Tahun 20 I 5 tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan 

· p d Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Sistem Rernunerasi a a 
. Si dicabut dan dinyat.akan tidak berlaku. Djoen mtang, • 

. aan yang belum diatur dan/atau belum cukup 
12) Sebagai petunjuk pelak~ ti ini akan diatur ll'bih lanjut sesuai dengan 

diatur dalam Peraturan n:~g-undangan yang berlaku. 
ketentuan Peraturan peru 

Pasal2S 

l<etentuan yang diatur daJam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada 
tanggaJ I Juli 2017. 

Pasal 24 

BAB XII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 23 

( I) Pejabat Yang memiliki kinetja mencapai target dan/ a tau melebihi target. 
diberikan reward sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD. 

(2) Untuk .. jasa pelayanan Supir, Perawat perujuk, Pembi.mbing Praktek, 
Penguji Praktek dan Perawat Penyuntik F'ormaJin dibayarkan langsung 
seauai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Sistem Remunerasi ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan dengan 
pernilik Rumah Sakit sesuei Peraturan Perundang-Undangan. ,., 

BABXI 
l<ETENTUAN LAIN LAIN 

Pegawai yang mogok ke · . 
dikenakan sanksi be rja atau terbu_ktt menghasut kegiatan rersebut, 
tidak langsung sebe::Pt00P~motongan msentif langsung maupun insentif 

Yo (seratus persen). 

(14) 

l 

- 

, '·. 
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